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 ABSTRAK 
 
 
Andi Ulfah Tiara Patunru. Peranan United Nation High Commisioner for 
Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara di Suriah. Di 
Bawah Bimbingan Abdul Maasba Magassing Selaku Pembimbing I dan Iin Karita 
Sakharina Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan UNHCR 
terhadap penanganan pengungsi Suriah dan untuk mengetahui bagaimana bentuk 
kerjasama UNHCR dengan organisasi regional lain dalam menangani pengungsi 
Suriah. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan 
(library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 
memperoleh hasil yang bersifat deskriptif normatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) sebagai organisasi 
internasional yang mendapatkan mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan 
pengungsi khususnya pengungsi Suriah, UNHCR berperan penting sebagai 
determinator status pengungsi dan sebagai inisiator/fasilitator perlindungan dan 
bantuan terhadap para pengungsi. Selain itu dalam menangani pengungsi Suriah 
misalnya di Turki, UNHCR melakukan berbagai kerjasama yang strategis dengan 
organisasi regional/internasional lainnya seperti UNICEF, UNDP, UNWFP, WHO 
dan juga dengan organisasi Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC). 
Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa peran yang dilakukan oleh 
UNHCR sangat dibutuhkan dan penting bagi para pengungsi suriah yang harus 
mengungsi ke luar negaranya. Pemberian perlindungan terhadap keselamatan dan 
hak-hak asasi mereka di negara lain harus dijamin keberlangsungannya untuk 
menghindari tindakan yang tidak nyaman dari negara tempat para pengungsi itu 
berada. Selain itu, kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dengan berbagai 
organisasi internasional/regional lainnya dapat memberikan dampak positif secara 
langsung terhadap para pengungsi melalui banyaknya jumlah tenaga dan bantuan 
kemanusiaan serta pengawasan terhadap keselamatan para pengungsi Suriah di 
tempat pengungsiannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ABSTRACT 
 
 
 
Andi Ulfah Tiara Patunru. The role of the United Nations High Commissioner  
for Refugees (UNHCR) Refugee Victims Against Civil War in Syria. Under the 
guidance of Abdul Maasba Magassing As Supervisor I and Iin Karita Sakharina As 
Supervisor II. 
This study aims to determine the extent to which the role of the UNHCR on 
the handling of Syrian refugees and to find out how UNHCR cooperation with other 
regional organizations in dealing with the Syrian refugees. The research method in 
this paper uses library research (library research), the data obtained were processed 
and analyzed qualitatively to gain descriptive normative. 
Based on the results of the study found that (1) as an international 
organization specifically mandated by the UN on Syria's handling of refugees, 
especially refugees, UNHCR plays an important role as a determiner of refugee 
status and the initiator/facilitator protection and assistance to refugees. In addition, 
for example in dealing with Syrian refugees in Turkey, UNHCR undertake various 
strategic cooperation with regional organizations / international such as UNICEF, 
UNDP, UNWFP, WHO and also with the organization of the International Red 
Crescent (ICRC). 
The conclusion of this discussion is that the role played by the UNHCR is very 
necessary and important for Syrian refugees who had to flee to a foreign country . 
Provision of safety and protection of their human rights in other countries must be 
guaranteed continuity to avoid uncomfortable actions of countries where the 
refugees are located. In addition, the cooperation undertaken by UNHCR with 
various international organizations/regions may provide a direct positive impact on 
the refugees through the large number of personnel and humanitarian aid as well as 
oversight of the safety of the refugees in Syria place of refuge . 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Pengungsi adalah persoalan klasik yang sering timbul dalam sejarah    
peradaban umat manusia. Penyebab sehingga sekelompok orang mengungsi  
beragam. Bisa disebabkan karena adanya rasa takut yang mengancam keselamatan 
mereka. Pada awalnya perpindahan penduduk secara domestik hanyalah sebuah 
persoalan domestik suatu negara tetapi seiring dengan banyaknya negara yang 
menaruh perhatian terhadap persoalan ini sehingga kemudian menjadi persoalan 
bersama. Pengungsi yang melintasi batas negara dan masuk dalam suatu wilayah 
yang memiliki kedaulatan memang pantas mendapat perhatian sebab merupakan 
persoalan universal.  
Salah satu latar belakang sehingga dibentuknya suatu aturan yang berlaku 
secara internasional adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang merupakan 
salah satu penyebab utama munculnya pengungsi. Perang menyebabkan adanya 
exodus besar-besaran sehingga suatu penduduk melintasi wilayah suatu negara 
tertentu. Kemudian pada tahun 1951 diadakan suatu konvensi internasional 
mengenai Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 juga berkaitan dengan status 
pengungsi. Ini merupakan bentuk kepedulian internasional, terutama di Eropa pada 
waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi. 
Kerawanan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri di negara-negara 
kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika latin, ataupun kawasan Asia bagian 
tenggara, terutama di kawasan Indo-Cina menjurus kepada peruncingan bersenjata, 
terutama yang bersifat non-internasional. Munculnya manusia perahu merupakan 
 salah satu bentuk pengungsi awal abad 20 yang lahir di kawasan Asia Tenggara. 
Fenomena ini terus berlanjut dengan beragam bentuk sampai pada abad ke 21 ini. 
Model pengungsi dengan berbagai latar belakang dapat dijumpai. Ada pengungsi 
Internasional karena adanya bencana alam “natural disaster”, ataupun pengungsi 
karena adanya peperangan atau konflik bersenjata.  
Kerjasama antar negara penting untuk mengatasi masalah pengungsi, 
terutama jika terjadi perpindahan massal yang mendadak menyeberangi perbatasan 
negara. Gerakan internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung negara-
negara perbatasan secara signifikan, upaya yang dilakukan dapat berupa 
penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan dan keuangan serta 
materi kepada negara-negara pemberi suaka untuk membantu pengungsi. United 
Nation High Commisioner for Refugees yang hal ini biasa disingkat dengan UNHCR 
mempunyai peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinir inisiatif 
pembagian tanggung jawab dan beban tersebut. Karena kepergian pengungsi 
(internasional) dan pengungsi Internal IDP (Internal Displacement Persons)  sering 
tumpang tindih dan menghasilkan koordinasi kegiatan secara tunggal seringkali 
menjadi pemecahan yang masuk akal, terutama selama relokasi geografis yang 
sama dengan pengungsi internasional. 
Sementara persoalan bagaimana seorang warga negara yang mengungsi 
dan terkait dengan izin masuk ke negara lain ditegaskan oleh J.G Starke, ada empat 
pendapat penting yang dinyatakan berkenaan dengan izin masuk orang asing ke 
negara-negara yang bukan negara mereka, penjelasan mengenai izin masuk ke 
negara lain dapat disimak melalui penjelasan di bawah ini: 
• Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing 
 • Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, 
dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan 
tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu, dan 
orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya. 
• Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi 
dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.  
• Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing untuk masuk ke 
negaranya menurut kehendaknya. 
Pengungsi ini juga kemudian memerlukan pedoman yang jelas dan dapat 
dijadikan acuan dalam memberikan pertolongan dan acuan terhadap mereka yang 
terlantar dalam negeri mereka sendiri. Petunjuk itu yang kemudian disebut sebagai 
Guiding Principles on International Displacement atau prinsip-prinsip panduan bagi 
pengungsi internal yang dikeluarkan oleh Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan 
Kemanusiaan. 
Dalam perjalanan sejarah kemudian dikenal adanya organisasi internasional 
yang dibentuk oleh United Nation atau PBB. Sebelumnya lembaga yang khusus 
menangani pengungsi bernama IRO (The International Refugees Organization) dan 
setelahnya beberapakali mengalami masa fluktuasi sampai akhirnya lembaga yang 
paling eksis adalah lembaga terakhir yang dibentuk dengan nama United Nations 
High Commisioner for Refugee (UNHCR) di bentuk berdasarkan resolusi Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V), dan keberadaannya diakui sejak 
bulan Januari 1951. Awal pembentukan UNHCR adalah untuk masa tiga tahun yaitu 
dari 1 Januari 1951 namun masa kerja itu diperpanjang sampai dengan 31 
Desember 1953. Tetapi karena lembaga ini dipandang punya kapabilitas dalam 
 menangani pengungsi maka beberapa waktu berikutnya masa kerjanya 
diperpanjang. 
Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang 
diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Economic and 
Social Council (ECOSOC). Dalam Statuta UNHCR tahun 1951 menyebutkan tentang 
fungsi utama UNHCR adalah “Providing international protection and seeking 
permanent solution to the problem of refugees by assisting governments to facilitate 
the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new 
national communities”. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut UNHCR 
kemudian melakukan koordinasi, membuat  penghubung dengan pemerintah-
pemerintah, Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM dan organisasi-
organisasi antar pemerintah untuk UNHCR mencari solusi permanen terhadap 
beragam masalah yang dihadapi oleh para pengungsi. 
Berangkat dari adanya fakta bahwa sampai hari ini banyak pengungsi 
internasional yang menjadi perhatian dunia internasional, mengamati isu faktual 
khususnya korban peperangan bersenjata di Suriah dan adanya landasan yuridis 
yang jelas mengenai peranan UNHCR sebagai sebuah organisasi kemanusiaan, 
maka penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul: 
“PERANAN United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) 
TERHADAP PENGUNGSI KORBAN PERANG SAUDARA DI SURIAH” 
• Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis merumuskan 
beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 
• Bagiamana peranan UNHCR terhadap penanganan pengungsi korban 
peperangan di Suriah? 
 • Bagaimana bentuk kerjasama UNHCR dengan organisasi regional terhadap 
penanganan pengungsi Suriah? 
 
• Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
• Untuk mengetahui sejauh mana peranan UNHCR terhadap penanganan 
pengungsi Suriah. 
• Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang ikut menangani 
pengungsi Suriah. 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
• Untuk dijadikan bahan acuan bagi para akademisi dalam praktek belajar dan 
mengajar demi membangun keilmuan hukum yang lebih maju. 
• Untuk dijadikan bahan acuan bagi para praktisi hukum dalam menegakkan 
hukum demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 
 
 
• Kegunaan penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara 
teoritis maupun praktikal. 
• Kegunaan teoritis: 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan hukum internasional dan nasional terutama dalam penanganan 
pengungsi. 
• Kegunaan praktikal: 
  Sebagai bahan informasi atau masukan terhadap proses penanganan pengungsi 
sesuai yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status 
Pengungsi serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 
penanganan pengungsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
• Pengungsi  
• Definisi Pengungsi  
Sangat penting untuk mendefinisikan pengungsi sebagai suatu terminologi 
baku dalam hukum Internasional. Hal ini bertujuan agar supaya tidak terdapat 
distorsi dalam menganalisa yang mana dan bagaimana kemudian orang bisa 
dikategorikan statusnya sebagai  pengungsi. Tentu harus merujuk pada suatu 
terminologi atau suatu istilah harfiah yang digunakan secara umum ataupun istilah 
 yang digunakan secara yuridis. Dalam hermeneutika hukum atau tata bahasa hukum 
sangat jelas bahwa semua istilah dalam bahasa hukum harus memiliki definisi yang 
jelas. Tidak boleh kemudian ada suatu istilah atau terminologi dalam bahasa hukum 
yang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga konsekuensinya akan terdapat 
multitafsir di dalam pendefinisiannya. Istilah hukum yang sudah didefinisikan ini 
kemudian dikodifikasi dalam kamus hukum dan digunakan dalam konvensi atau 
aturan lain yang membahas tentang masalah pengungsi.  
Definisi ini kemudian dijelaskan dalam Black‟s Law Dictionary pengungsi 
diartikan sebagai “A person who arrives in a country to settle there permanently; a 
person who immigrates”. Atau lebih jelasnya apa batasan „pengungsi‟ secara yuridis 
dijelaskan dalam hukum Internasional yang terdapat pada Konvensi 1951 Pasal 1A 
ayat (2) , Pengungsi adalah: 
“...as one who owing to will founded fear of being persecuted for reason of frase, 
religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is 
outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling 
to avail himself of the protection of that country or who, not having nationality and 
being outside the country of his former habitual residence as result of such 
events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it”. 
Batasan yang diperjelas pada pasal tersebut adalah orang yang berada di 
luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal ini didasarkan atas terjadinya 
ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, 
agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau 
pendapat politik yang dianutnya. Serta seseorang atau sekelompok orang yang tidak 
mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal 
 tersebut, ataupun kembali ke sana, karena adanya kekhawatiran akan keselamatan 
dirinya. 
Sedang pada Statuta UNHCR, khususnya pada Pasal 6B pengungsi 
didefinisikan sebagai orang yang berada di luar negaranya atau tempat tinggal 
aslinya. Dengan demikian batasan pengungsi berhubungan dengan batas lintas 
negara. Alasannya untuk dapat disebut sebagai pengungsi kurang lebih 
substansinya sama dengan Konvensi 1951 bahwa seseorang atau sekelompok 
orang dapat disebut sebagai pengungsi ketika adanya ketakutan yang sah akan 
diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, 
keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang dianutnya. 
Di samping itu, harus bisa dibuktikan kemudian bahwa mereka tidak memperoleh 
perlindungan bagi dirinya dari negara asalnya. Mengamati secara cermat definisi 
atau batasan tersebut, dalam penjelasannya, Hukum Pengungsi Internasional 
sejatinya dalam penjabaran mengatakan bahwa terdapat tiga hal pokok penting 
yang terkandung dalam pengertian pengungsi. Pertama, seseorang itu harus berada 
di luar negaranya. Kedua, dalam suatu kondisi well-founded fear, adalah suatu 
kondisi di mana kemungkinan akan terjadinya (atau berpotensi) terjadinya 
persecution. Ketiga, suatu kondisi yang dapat dibuktikan dalam keadaan unable atau 
unwilling untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya. 
Definisi pengungsi ini juga bertujuan untuk mengetahui status  pengungsi dan 
membedakannya dengan pencari suaka (asylum seeker). Status sebagai pengungsi 
adalah tahapan dari proses pencarian suaka di luar negara asal. Seorang pengungsi 
adalah sekaligus pencari suaka. Hal demikian ini berlaku karena sebelum status 
sebagai pengungsi, orang tersebut adalah pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka 
belum tentu statusnya merupakan pengungsi. Ia baru bisa dikategorikan sebagai 
 pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional. 
Konsekuensi dari pengakuan status sebagai seorang pengungsi adalah adanya hak-
hak dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut serta kewajiban-kewajiban yang 
ditetapkan. 
 
• Prinsip penentuan status pengungsi   
Prinsip penentuan status seseorang agar dapat disebut pengungsi diatur 
secara yuridis seperti dalam konvensi tahun 1951 di dalamnya juga mengatur 
tentang „The exlusion clauses‟ dan the cessasions clauses. Suatu keadaan di mana 
seseorang tidak diberikan status sebagai pengungsi yang termasuk dalam kategori 
„The exclusions clausses‟ kalau telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi namun 
tidak membutuhkan atau berhak untuk mendapatkan perlindungan, misalnya  dalam 
Konvensi 1951, hal ini berarti bahwa status pengungsi itu sudah ada sebelum yang 
bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan 
seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi 
pengungsi tetapi hanya pengakuan yang menyatakan bahwa statusnya adalah 
pengungsi. 
Sementara ketika menyinggung bagaimana penetapan status pengungsi 
tentu harus merujuk pada sebuah dasar ketetapan sebab status pengungsi 
merupakan ketetapan yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. 
Dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi 
justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi. 
Penetapan seseorang menjadi pengungsi (status refugee) sebenarnya 
merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap: 
• Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada 
memang orang tersebut adalah refugee. 
 • Fakta dihubungkan dengan persyaratan–persyaratan dalam Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang 
merupakan pengungsi atau bukan.  
 
• Tipologi Pengungsi 
Dalam hukum pengungsi internasional istilah pengungsi (refugee) dikenal 
beragam dengan istilah yang berkaitan dengan pengungsi. Istilah ini kemudian 
menjurus ke arah tipe-tipe pengungsi. Ada faktor pembeda antara tiap pengungsi, 
beragam motif, latar belakang sehingga orang bisa dikenal statusnya sebagai 
pengungsi.  Kalau varian motifnya beragam maka pengungsi dapat dikenal dengan 
beragam istilah seperti; Economic migrant, Refugees sur place, Statutory refugees, 
War refugees. Sementara kalau variabel latar belakang terjadinya pengungsi maka 
dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni : 
• Pengungsian karena bencana alam (atural  Disaster). Pengungsian ini pada 
prinsipnya masih dilindungi  negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, 
dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia 
berasal. 
• Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (Man Made Disaster). 
Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena 
menghindari  tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini 
karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak 
lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. 
Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai 
Refugee Law  (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, sedang pengungsi 
karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh hukum internasional. 
Kembali lagi pada pembahasan istilah pengungsi dari varian motifnya, dikenal dalam 
 hukum pengungsi internasional suatu istilah yang disebut dengan Statutory 
Refugees. Sedang dimaksud dengan Statutory Refugees adalah pengungsi-
pengungsi yang berasal dari suatu negara tertentu yang tidak mendapatkan 
perlindungan diplomatik. Yang dapat dikategorikan sebagai Statutory Refugees 
adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebut dalam perjanjian 
internasional sebelum 1951. 
Sebenarnya, sebelum tahun 1951 sudah ada instrumen hukum internasional 
berupa persetujuan namun sifatnya regional atau setempat misalnya, di Amerika dan 
Eropa yang membuat peraturan-peraturan pengungsi tetapi hanya berlaku setempat. 
Perjanjian Internasional sifatnya regional biasanya menyangkut tiga hal, yaitu: 
• Asylum Seeker 
• Travel Document 
• Travel Facilities 
Pemberian asylum terutama di negara-negara Amerika Latin dengan 
membuat  banyak perjanjian regional, di samping itu juga banyak terdapat di Afrika 
tentang aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi yang ditandatangani 1969, 
kemudan di Asia yang berupa deklarasi yaitu pernyataan oleh Komite Konsultatif 
Hukum Asia-Afrika di Bangkok, anggota-anggotanya adalah Sarjana Hukum dari 
Asia dan Afrika, diadakan pada tahun 1966 yang menyatakan prinsip-prinsip 
perlakuan terhadap pengungsi ada sifatnya universal juga regional. Pemberian 
status sebagai Asylum Seeker untuk membedakan dengan status pengungsi juga 
sangatlah penting. Sebab perbedaan itu sifatnya substansif, bahwa semua 
pengungsi bisa dikategorikan Asylum Seeker, tetapi tidak semua Asylum Seeker 
bisa dikategorikan pengungsi. 
 
  
Dalam bagan berikut ini akan tampak pembedaan pengungsi. 
    Alam        Statutory Refugee 
       
Pengungsi        UNHCR            Convention Refugee 
  
     Manusia                                    Mandate Refugee 
     Lain-lain                                                                                                                                                                                 
Penjelasan istilah untuk pengungsi seperti Statutory Refugee : 
• Statutory Refugee adalah status dari suatu pengungsi sesuai dengan persetujuan 
internasional sebelum tahun 1951. 
• Convention Refugee adalah status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967. Di sini pengungsi berada pada suatu negara pihak atau peserta 
konvensi. Yang menetapkan status pengungsi adalah negara tempat pengungsian 
(negara dimana pengungsi itu berada) dengan kejasama dari negara tersebut 
dengan UNHCR, wujud kerja sama itu misalnya: dengan mengikut sertakan 
UNHCR dalam komisi yang menetapkan status pengungsi, bentuk kerjasama 
lainnya negara yang bersangkutan menyerahkan mandate sepenuhnya pada 
UNHCR untuk menetapkan apakah seseorang itu termasuk pengungsi atau tidak  
• Mandate Refugee adalah menentukan status pengungsi bukan dari Konvensi 
1951 dan Protokol 1967 tapi berdasarkan mandat dari UNHCR. Di sini pengungsi 
berada pada negara yang bukan peserta konvensi atau bukan negara pihak. Yang 
berwenang menetapkan status pengungsi adalah UNHCR bukan negara tempat 
pengungsian. Mengapa Mandate Refugee tidak ditetapkan oleh negara tempat 
pengungsi? Hal ini disebabkan karena negara tersebut bukan negara pihak dalam 
 konvensi tadi, akibatnya ia tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti dalam 
konvensi tadi. 
• Pengungsi-pengungsi lain (sebab manusia): 
Ada yang tidak dilindungi oleh UNHCR, misalnya : Palestine Liberation 
Organization (PLO), sebab PLO sudah diurus dan dilindungi badan PBB lain 
maka tidak termasuk lingkungan kekuasaan UNHCR. 
Selanjutnya Haryomataram membagi dua macam Refugees, yaitu Human 
Rights Refugees dan Humanitarian Refugees. 
• Human Rights Refugees adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara 
atau kampung halaman mereka karena adanya “fear of being persecuted”, yang 
disebabkan masalah ras, agama, kebangsaan atau keyakinan politik. 
• Humanitarian Refugess adalah mereka yang (terpaksa) meninggalkan negara 
atau kampung halaman mereka karena merasa tidak aman disebabkan karena 
ada konflik (bersenjata) yang berkecamuk dalam negara mereka. Mereka pada 
umumnya, di negara dimana mereka mengungsi dianggap sebagai “alien”. 
Menurut Konvensi Geneva 1949,  “alien” ini diperlakukan sebagai “protected 
persons”. Dengan demikian mereka mendapat perlindungan seperti yang diatur, 
baik dalam Konvensi Geneva 1949 (terutama Bag. IV), maupun dalam Protokol 
Tambahan II tahun 1977. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, baik International Humanitarian 
Law maupun International Refugees Law keduanya mengatur masalah refugess. 
International Humanitarian Law memberikan perlindungan kepada humanitaran 
refugess, sedangkan International Refugees Law mengatur human rights refugees. 
Perbedaan ini harus jelas supaya tidak ada penafsiran yang bias bagaimana 
membedakan ruang lingkup dan dalam hal pengaturan kewenangan. Tinjauan 
 humaniter tidak bisa dipisahkan dari tujuan dibentuknya UNHCR sebagai sebuah 
organisasi internasional yang turut memperjuangkan bagaimana penghargaan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan, dan pemenuhan hak. 
Relevansinya sangat kuat sehingga antara tinjauan hukum humaniter tidak 
bisa lepas dari penanganan pengungsi yang merupakan tujuan dibentuknya 
UNHCR.  Misalnya dalam hal penduduk sipil yang sudah ditetapkan sebagai 
pengungsi maupun yang masih tergolong calon pengungsi. Calon pengungsi dalam 
artian bahwa penduduk sipil yang berada di wilayah konflik berpotensi besar untuk 
mencari suaka dan akan meninggalkan wilayah konflik, dan pada tahapan tertentu 
statusnya akan ditetapkan sebagai pengungsi. Sebagian ahli juga menuturkan 
pendapat untuk persoalan ini, seperti penilaian Malcom Proudfoot dan Pietro Verri. 
Kalau menurut Malcom  Proudfoot pengungsi merupakan suatu kelompok orang-
orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiyaan, deportasi 
secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik terhadap 
pemerintah. Sementara Pietro Verri mendefinisikan pengungsi dengan merujuk 
kepada Pasal 1 Konvensi 1951 khususnya pada kalimat bahwa pengungsi 
merupakan mereka yang terpaksa keluar dari negaranya untuk menghindari tuntutan 
di negaranya sendiri (applies to many person who has fled the country of this 
nationality to avoid persecution or the threat of persecution). 
 
• UNHCR dan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil pada Konflik 
Bersenjata 
• Sejarah dan Perkembangan UNHCR 
Istilah organisasi internasional merupakan terminologi ekuivok yakni kata 
yang memiliki makna ganda. Pengertian pertama, organisasi internasional dalam 
makna yang luas yang bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang melintasi 
 batas negara, baik yang sifatnya privat maupun publik. Sedangkan pengertian 
kedua, organisasi internasional dimaknai, sebagai organisasi yang melintasi batas 
negara, namun cakupannya hanya yang bersifat dan ruang lingkupnya publik saja. 
Organisasi Internasional mempunyai arti dan ciri-ciri khusus, cara melakukan 
hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang 
telah diserahi tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui badan ini setiap 
pemerintah negara anggota dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanannya 
dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional.  
Organisasi ini lebih merupakan padanan dari istilah intergovernmental 
organization. Ruang lingkup yang dapat dijadikan standar suatu organisasi 
internasional. Pertama, organisasi internasional dibentuk berdasarkan persetujuan 
antar pemerintah atau negara. Kedua, organisasi internasional dibentuk oleh dua 
atau lebih berdasarkan suatu perjanjian. Suatu organisasi internasional pasti akan 
senantiasa berkaitan dengan kedudukan hukum, fungsi hukum, serta kekuasaan 
hukum dari organisasi tersebut. Kedudukan hukum organisasi internasional tersebut 
bermakna adanya „kemampuan hukum‟ sebagaimana subjek hukum lainnya. Hal itu 
dapat berupa kemampuan untuk berbuat serta bertindak sesuatu yang terkait 
dengan hak dan kewajibannnya sebagai subjek hukum. Fungsi organisasi 
internasional bermakna fungsi-fungsi hukum atau konstitusional yang sedang 
dijalankan. Fungsi hukum organisasi internasional tersebut memiliki relasi erat 
dengan kedudukan hukum suatu organisasi internasional. Kekuasaan suatu 
organisasi internasional dimaknai sebagai kekuasaan sebagaimana tercantum 
dalam konstitusinya. 
Fungsi dan peranan badan internasional akhir-akhir ini semakin dirasakan 
kontribusinya. Dalam hal penanganan pengungsi dan imigran misalnya, lembaga 
 yang sangat dirasakan kehadirannya dan memiliki andil yang besar adalah UNHCR 
dan International Organization for Migration (IOM). Tetapi khusus untuk UNHCR 
organisasi ini membawa dampak positif bagi penanganan pengungsi, tinggal 
bagaimana mengefektifkan peranannnya.  
UNHCR merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, 
Swiss. Organisasi ini merupakan komisi PBB yang khusus menangani para 
pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum 
PBB dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1951. 
UNHCR awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, 
makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu 
dalam mencarikan solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk 
membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencarikan 
negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup yang baru kembali. 
UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan 
pengungsi yang sebelumnya (lembaga IRO). International Refugees Organization 
(IRO) merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, 
namun eksistensi lembaga ini sangat singkat yaitu mulai tahun 1947 sampai tahun 
1952. Atas dasar itu pula masyarakat internasional beranggapan bahwa kehadiran 
lembaga UNHCR pada waktu itu akan bernasib sama. Jaquemet mengidentifikasi 
sikap pesimistis tersebut dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, Blok Timur (Uni Soviet 
dan sekutunya) tidak ikut serta dalam pembahasan UNHCR. Kedua Blok Barat 
pecah antara sikap Amerika dengan Eropa. Ketiga, UNHCR dibentuk oleh Blok 
Barat yang bertendensi hanya untuk kepentingan negara-negara tersebut. 
Sejak didirikan UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi 
dan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencarikan solusi 
 jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Hal itu 
ditegaskan oleh Goodwin Gill “UNHCR has unique statutory responsibility to provide 
international protection to refugee and, together with government, to seek 
permananen solution to their problem”. Macam-macam fungsi perlindungan 
dijelaskan dalam statuta UNHCR, termasuk dalam hal pengawasan terhadap 
instrumen-instrumen hukumnya. Selama lima dekade ini, UNHCR memiliki lebih dari 
5000 staf yang bertugas di lebih dari 120 Negara. Sekarang ini UNHCR tengah 
menangani lebih dari 20.000.000 pengungsi. UNHCR diberikan kewenangan untuk 
memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta berusaha 
memberikan solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi. 
Lembaga ini secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan sidang 
Majelis Umum PBB. 
 
• Tugas dan Peranan UNHCR Secara Umum  
UNHCR adalah sebuah lembaga yang mempunyai prosedur tetap dalam 
memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) 
berupa perlindungan internasional. Kalau menyinggung penerapan HAM yang efektif 
maka penerapan HAM harus dilihat secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam 
HAM yang sifatnya universal tapi di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di 
dalam konteks yang berbeda-beda. Asas-asas HAM yang sifatnya universal dalam 
artian bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat menepuk dada dan 
mengatakan bahwa ia tidak mempunyai masalah HAM. 
UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana 
mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan 
pengungsi. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan bagaimana agar 
pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka, 
 bantuan dan nasihat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan keamanan fisik bagi 
para pengungsi, pemajuan dan pembantuan pemulangan kembali secara sukarela 
dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali. 
Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR sebagai sebuah lembaga yang 
menangani pengungsi dengan pemberian mandat untuk pemberian perlindungan 
terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa ke depannya 
UNHCR mampu memberikan solusi yang sifatnya permanen terhadap para 
pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya 
ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas 
pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi.  
Sampai dengan tahun 1950, kewenangan utama UNHCR tidak pernah 
berubah, namun demikian kewenangan ini telah mengalami perubahan secara 
signifikan selama dekade terakhir, yaitu: 
• Peningkatan skala operasi UNHCR. 
• Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR, jumlah permasalahan yang 
ada sebelum keberadaan organisasi inipun terus-menerus meningkat. 
• Peningkatan jumlah pelaku-pelaku internasional yang memberikan bantuan 
bagi perlindungan dan bantuan bagi pengungsi dan orang-orang terlantar. 
• Di daerah-daerah yang tidak stabil dan di daerah-daerah yang situasinya 
mudah berubah, misalnya daerah-daerah yang mengalami situasi konflik 
bersenjata secara terus-menerus juga mendapatkan perhatian dari UNHCR. 
Dalam sejarah perjalanannya selama seperempat abad terakhir, UNHCR 
telah banyak beroperasi di wilayah konflik. Varian konflik antara satu wilayah dengan 
wilayah lain beragam seperti etnisitas, konflik agama atau yang cenderung 
sektarian, ataupun suatu wilayah dengan krisis politik, kekerasan kelompok dan 
 komunitarian. Kekerasan juga bisa muncul pada waktu tertentu dan mengarah pada 
satu kelompok tertentu dan sangat memungkinkan kekerasan seksual berbasis 
gender. Konflik bersenjata biasanya bertujuan untuk mengamankan kekuatan sosial 
atau ekonomi daerah dalam siklus yang berulang. Ketika UNHCR mulai didirikan 
pada tahun 1950-an konflik bersenjata umumnya yang terjadi adalah perang antar 
negara, dan diperbolehkan pada lingkup terbatas untuk aksi kemanusiaan sampai 
akhirnya konflik berakhir. 
Dalam wilayah konflik perlindungan terhadap penduduk sipil sangat penting 
mengingat bahwa banyak perang justru yang menjadi korban adalah penduduk sipil. 
Keterlibatan banyak pihak dan beragam kepentingan sehingga konflik hari ini justru 
agen-agen kekerasan dan beragam modus membuat situasi semakin tidak jelas. 
Deskripsi sederhananya misalnya dengan menganalisa bahwa keterlibatan aktor 
non-negara yang terlibat secara de facto atas kontrol atas wilayah dan orang-orang.  
Konflik hari ini sering melibatkan pihak swasta yang merasa tidak memiliki rasa 
tanggung jawab terhadap penduduk lokal. Beberapa termasuk organisasi kriminal 
yang berusaha untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi keluhan masyarakat 
setempat. Dalam situasi konflik hari ini, perbedaan menjadi kabur antara kombatan 
dan sipil-landasan hukum humaniter internasional. 
Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNHCR di ketahui bahwa tugas 
yang diemban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu 
memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-
masalah yang di hadapi oleh pengungsi. Dalam melaksanakan fungsi kedua ini 
UNHCR berupaya memudahkan pemulangan (repatriasi) secara suka rela para 
pengungsi dan reintegrasi ke dalam negara asal mereka atau jika hal itu tidak 
memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka di negara pemberi 
 suaka atau di negara tempat mereka dimukimkan kembali (resetlement). Sambil 
berupaya menemukan solusi, UNHCR bila perlu juga memberikan bantuan material 
untuk jangka pendek. Kecuali dalam situasi khusus, kegiatan pemberian bantuan 
material UNHCR dilaksanakan melalui otoritas lokal atau nasional negara yang 
bersangkutan, badan PBB yang lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau 
badan teknis swasta lainnya. 
Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait satu sama lain dan tidak dapat 
dipisahkan. Upaya mendapatkan pemecahan masalah yang permanen menjadi 
tujuan pokok perlindungan internasional. Dalam solusi permanen, paling tidak 
terdapat tiga solusi yang diberikan yaitu: 
• Dikembalikan ke negara asli 
Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kamboja, Afghanistan 
dan Eritria dikembalikan ke negara asal mereka. Bantuan dalam repatriasi sukarela 
tergantung pada fungsi perlindungan dan bantuan materi UNHCR.  Materi 
perlindungan ini berisi keyakinan bahwa repatriasi adalah bersifat sukarela. Materi 
bantuan berisi pertolongan bagi pengungsi, kapan saja, untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan yang praktis dialami pada saat kembali dan pada saat kedatanganya di 
negara asal. 
• Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama. 
Solusi seperti ini dapat kita lihat contoh penerapannya pada pengungsi 
Burundi di Tanzania, pengungsi Ruanda di Uganda dan pengungsi Filipina di 
Provinsi Sabah, Malaysia. Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk 
membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama. Hal ini 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan mereka kemahiran 
 dan membantu mereka mendapatkan keterampilan melalui sekolah-sekolah 
keterampilan atau pekerjaan berdagang. 
• Dimukimkan di negara ketiga 
Penerapan solusi ini dapat kita lihat contohnya pada para pengungsi yang 
datang dari negara-negara di Asia Tenggara dimukimkan di negara lain terutama di 
Australia, Eropa dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR dilapangan adalah 
mengupayakan pemukiman ke negara ke tiga melalui kerjasama dengan pemerintah 
negara-negara pemukim dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan badan-
badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemukiman pengungsi ke negara 
ketiga. Tugas utama UNHCR adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah 
negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para 
pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintahan negara-negara tersebut untuk 
melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur 
keimigrasian khusus  bagi para pengungsi. 
Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini bersifat non politis. 
Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusian itu dibebankan 
kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang di setujui 
oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau 
perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara-negara itu untuk 
membantu UNHCR mengidentifikasikan apa yang harus mereka lakukan untuk 
melindungi dan membantu pengungsi. 
Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Resolusi Majelis 
Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama 
dengan UNHCR, kerjasama tersebut telah disebutkan dalam beberapa poin penting, 
sebagai berikut: 
 • Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melindungi pengungsi 
serta mengimplementasikan konvensi tersebut; 
• Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk melaksanakan 
langkah-langkah yang dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan 
mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan; 
• Tidak mengesampingkan pengungsi yang dalam kategori paling papa 
(miskin); 
• Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi sukarela; 
• Mempromosikan pembaruan, terutama dengan memberikan fasilitas 
naturalisasi; 
• Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan 
pemukiman kembali para pengungsi; 
• Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk 
keperluan pemukiman kembali; dan 
• Memberi informasi kepada UNHCR berkaitan degan jumlah dan kondisi 
pengungsi dan hukum serta aturan yang berkaitan dengan pengungsi. 
Kewenangan UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional terhadap 
pengungsi sebagaimana tersebut di atas segera berhenti jika; 
• Yang bersangkutan secara sukarela telah memanfaatkan kembali 
perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya; atau 
• Yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraanya, dan dia secara 
sukarela telah memperolehnya kembali; atau 
• Dia menikmati perlindungan dari negara barunya itu; atau  
• Dia telah kembali ke negara asalnya; atau 
 • Dia tidak lagi dapat dianggap sebagai pengungsi karena keadaan yang 
membuatnya diterima sebagai pengungsi telah berakhir. Jadi alasan yang 
bersifat ekonomi belaka untuk menjadi pengungsi tidak dapat diterima 
sebagai kompetensi UNHCR; atau 
• Dia tidak punya kewarganegaraan tetapi keadaan yang membuat dia 
kehilangan kewarganegaraan telah berakhir. 
 
 
 
Selain perlindungan internasional, UNHCR juga  diberikan kewenangan 
untuk: 
• Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi 
internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta 
mengusulkan amandemennya; 
• Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah 
setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi 
dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan; 
• Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan 
repatriasi sukarela atau pengasimilasian komunitas di negara baru; 
• Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak menyampingkan 
orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin; 
• Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer aset 
mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (resetlement); 
 • Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan 
keadaan  pengungsi  di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan 
yang mengatur tentang pengungsi; 
• Menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi 
swasta untuk mengatasi pengungsi; 
• Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk 
mengatasi pengungsi; 
• Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta 
yang terkait dalam meningkatkan kesejateraan pengungsi. 
Untuk itu berbagai aktivitas perlindungan yang diberikan baik di lapangan 
maupun di markas besar UNHCR, seperti di sebutkan dalam UNHCR‟s Protection 
Mandate adalah: menjamin pemberian suaka, menaksir kebutuhan dan memonitor 
perlakuan terhadap pengungsi dan mencari suaka, bersama dengan negara tuan 
rumah menjamin keamanan fisik pengungsi, mengidentifikasi kelompok-kelompok 
pengungsi yang rentan dengan cara memastikan kebutuhan-kebutuhan mereka 
terhadap perlindungan-perlindungan tertentu dan memprioritaskan bantuan dengan 
jalan memastikan kesejahteraannya, menyokong sejumlah negara untuk 
memantapkan sistem registrasi dan dokumentasi, mempromosikan pengurangan 
orang yang tidak bernegara, berusaha aktif merevitalisasi rezim perlindungan 
dengan jalan menjalin kerjasama dengan NGO (Non-Governmental Organizations) 
dan organisasi internasional untuk meyakinkan dukungan yang luas bagi rezimi ini, 
mempromosikan hukum pengungsi termasuk advokasi bagi penerimaan konvensi 
dan protokol-protokol pengungsi dan mengembangkan institusi nasional dan 
legislasinya, melindungi orang-orang terlantar (IDPs), mengembangkan kapasitas 
perlindungan UNHCR itu sendiri, mempromosikan dan mengimplementasikan 
 kebutuhan untuk pemukiman dan memproses kepatuhan untuk melaksanakan 
kewajiban untuk dimukimkan di negara ketiga. 
Dalam melaksanakan sejumlah kegiatan sebagaimana tersebut di atas, 
UNHCR membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit jumlahnya. Berkaitan 
dengan pendanaan ini, Pasal 20 Statute of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees menyebutkan bahwa, “The office of the High 
Commissioner shall be financed under the budget of the United Nations. Unless the 
General Assembly subsequently decide otherwise, no expenditure other than 
administrative expenditures relating to the functioning of the Office of the High 
Commissioner shall be borne on the budget of the United Nations and all other 
expenditures relating to the activities of the High Commissioner shall be financed by 
voluntary contributions”. Di antara negara-negara donor terbesar bagi kegiatan 
UNHCR ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. 
 
• Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil pada Konflik Bersenjata 
Sehubungan dengan adanya relevansi antara penanganan pengungsi dalam 
hal ini lembaga yang berwenang adalah UNHCR dengan menyinggung tentang 
wilayah konflik, khususnya konflik bersenjata maka sangat penting untuk kemudian 
membahas bagaimana bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil pada wilayah 
yang dilanda konflik bersenjata. Apakah kewenangan UNHCR juga terkait dengan 
penanganan penduduk sipil yang statusnya misalnya secara yuridis belum 
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengungsi?. 
Penting kemudian untuk membahas poin ini, sebab hari ini UNHCR adalah 
sebuah organisasi progresif dalam artian bahwa bentuk perlindungan yang 
seharusnya diberikan sifatnya tidak pasif. Masuk dalam area konflik kemudian 
memberikan perlindungan juga bentuk penghargaan terhadap beragam hasil 
 konvensi internasional yang juga merupakan landasan dibentuknya UNHCR. Apalagi 
landasan yuridisnya masih jelas bahwa sampai saat ini, pengungsi yang masih 
merupakan masalah bersama di berbagai negara di dunia. Landasan hukum 
internasional yang kemudian digunakan untuk melindungi pengungsi sampai saat ini 
adalah konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Di samping itu, Konvensi 
Geneva 1949 tentang dan Protokol 1-1997, yang khusus mengatur “Humanitarian 
Refugees”. 
Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa perlindungan terhadap 
penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa yang meliputi perlindungan 
umum (general protection against the effect of hostilities); bantuan terhadap 
penduduk sipil (relief in favour the civilian population); serta perlakuan orang-orang 
yang berada pada salah satu pihak yang bersengketa (treatment of person in the 
power of a party to a conflict), termasuk juga di dalamnya perlindungan terhadap 
para pengungsi, orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless), 
anak-anak, perempuan, dan wartawan. 
Hanya saja perlindungan terhadap penduduk sipil pada wilayah konflik adalah 
persoalan yang sifatnya general. Adanya status pengungsi pada penduduk sipil itu 
merupakan suatu predikat yang partikular. Berdasarkan Konvensi Jenewa, 
perlindungan terhadap penduduk sipil dapat  bersifat umum ataupun khusus. Untuk 
perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan 
secara diskriminatif. Dalam kondisi apapun, penduduk sipil, berhak atas 
penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. 
Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang 
tertuang adalam isi konvensi. Beberapa poin penting diantara isi konvensi yang di 
sebutkan dalam Pasal 27-34 bagian IV tentang penduduk sipil adalah: 
 • Melakukan pemaksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; 
• Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani; 
• Menjatuhkan hukuman kolektif; 
• Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan; 
• Melakukan pembalasan (Reprisal); 
• Menjadikan mereka sebagai sandera; 
• Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau 
permusuhan terhadap orang yang dilindungi.  
Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk 
melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sampai konvensi ini juga 
mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-
daerah keselamatan (safety zone), dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak 
yang bersangkutan. Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk 
memberikan perlindungan kepada  perempuan hamil atau orang-orang sipil yang 
rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan 
yang menyusui, orang tua dan anak-anak. 
Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok 
orang-orang sipil yang juga perlu mendapatkan perlindungan: 
• Orang asing di wilayah pendudukan 
Pada waktu perang pecah antara negara dan warga negaranya berdiam di 
wilayah negara musuh. Walaupun dalam kondisi seperti itu maka mereka 
tetap berhak mendapatkan  penghormatan dan perlindungan di negara  di 
mana mereka berdiam. Selain itu ada mereka berhak memohon untuk 
memperoleh izin untuk meninggalkan negara tersebut. Jika permohonan 
tersebut ditolak, mereka masih berhak untuk permohonannya 
 dipertimbangkan kembali. Permintaan tersebut ditujukan kepada pengadilan 
atau badan administrasi yang berwenang mengurus masalah tersebut. 
Demikian halnya hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku di masa damai (hukum tentang orang asing). 
Perlindungan minimum atas hak asasi manusia mereka harus dijamin. 
Konsekuensi lainnya bahwa kemungkinan besarnya untuk menerima 
pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan 
dan sebagainya. Di sisi lain, negara penahan juga diperbolehkan mengambil 
tindakan yang perlu seperti membuat laporan reguler ke kantor polisi, atau 
menentukan tempat tinggal tertentu, jika keadaan keamanan yang mendesak 
sehingga mengharuskan warga negara asing ini untuk berpindah tempat 
tinggal. Mereka juga dapat dipindahkan ke negara asal mereka kapan saja, 
dan apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir setelah 
selesainya permusuhan. Penyerahannya bisa melalui negara ketiga. Serta 
adanya jaminan bahwa mereka tidak akan diadili karena keyakinan politik 
mereka atau karena agama yang mereka anut.  
 
• Orang yang tinggal di wilayah pendudukan  
Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. 
Penguasa pendudukan (occupying power) tidak boleh mengubah hukum yang 
berlaku di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, hukum yang berlaku di 
wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang di duduki. Oleh karena itu, 
perundang-undangan nasional dari negara yang di duduki masih berlaku 
secara de jure, walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah 
penguasa pendudukan secara de facto. Sejalan dengan hal ini, maka 
 pemerintah daerah di wilayah yang di duduki, termasuk pengadilannya, harus 
diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti sedia kala. 
Orang-orang sipil di wilayah ini juga harus mendapat penghormatan, 
pemenuhan hak asasi, tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa 
pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk kegiatan-kegiatan militer. Penguasa 
pendudukan bertanggung jawab atas dinas-dinas kesehatan, rumah sakit dan 
bangunan-bangunan lainnya. Organisasi internasional yang bergerak di 
bidang kemanusiaan  seperti palang merah tetap diperbolehkan untuk 
melanjutkan tugasnya. Penguasa pendudukan juga bertanggung jawab untuk 
memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Serta menjamin kebutuhan 
makanan dan kesehatan penduduk. Dan apabila penguasa pendudukan tidak 
mampu memenuhi sebagian atau seluruhnya maka berkewajiban untuk 
mengizinkan bantuan luar negeri masuk. Semua hal ini jelas memiliki 
landasan yuridis dari isi konvensi.  
Selain dari perlindungan yang sifatnya umum seperti yang telah dipaparkan di 
atas juga terdapat perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud di sini 
adalah sekelompok penduduk sipil tertentu, mereka umumnya adalah penduduk sipil 
yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang 
bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa 
bersenjata. Penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan palang merah 
nasional dan anggota perhimpunan penolong sukarela lainnya, termasuk anggota 
pertahanan sipil. 
Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial biasanya mereka 
dilengkapi dengan sejumlah fasilitas baik berupa transportasi atau bangunan-
bangunan khusus maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang 
 melaksanakan tugasnya, merupakan sebuah kewajiban untuk menghormatinya 
(respected) dan dilindungi (protected). “Penghormatan” dalam artian bahwa mereka 
harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu 
sengketa bersenjata sedangkan pengertian „dilindungi‟ adalah bahwa mereka tidak 
boleh dijadikan sasaran serangan militer. 
 
 
• Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pengungsi  
Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa pengungsi adalah 
segolongan manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang 
oleh para penguasa baik di negara mereka sendiri ataupun di negara di mana 
mereka mengungsi. Sebagai subyek hukum apakah itu sebagai individu ataupun 
kelompok masyarakat maka berhak mendapat perlakuan yang manusiawi karena 
mereka adalah manusia. Setiap pengungsi berhak mendapatkan perlindungan baik 
dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Masih terdapat kesamaan hak 
yang dimiliki oleh para pengungsi sama ketika mereka mencari perlindungan, seperti 
hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, hak untuk mendapatkan 
status kewarganegaraan, hak untuk bergerak, hak untuk mendapatkan pendidikan, 
mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengupahan yang wajar, hak dalam bidang 
kesehatan, hak untuk beribadah, hak untuk tidak dipulangkan secara paksa. Serta 
masih banyak hal-hal lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Sejauh hak itu 
melekat sebagai individu manusia, maka berlaku juga sebagai pengungsi.  
Secara garis besar hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah hak-hak 
yang terkait dengan hak-hak sebagai warga sipil. Bahwa tidak ada boleh perbedaan 
hak antara warga sipil dengan pengungsi. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara dan juga bukan 
 warganegara. Hak-hak yang disebutkan di atas di rangkum dalam the international 
bill of human right yang terdiri dari the universal declaration of human right, the 
international covenant on civil and political right, dan the international covenant on 
economic, sosial, and cultural right, dari ketiga instrumen HAM international di atas, 
pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah: 
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 : 
a. article 9: No one shall subjected to arbitary arrest, detention or exile; 
b. article 14:1 everyone has the right to seek and to enjoy in other countries 
asylum from prosecution; 
c. article13: 
(1) everyone has the right to freedom of movement and residence within 
the borders of each state, 
(2)  everyone has the right to leave any country, including his own, and to 
return to his country; 
d. article 15(1) everyone has the right to a nationality. 
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) : 
a. article 12: 
(1)  everyone lawfully within the territory of a state shall, within that territory, 
have the right to liberty of movement and freedom to choose his 
residence. 
(2) everyone shall be free to leave any country, including his own. 
(3) the above-mentioned right shall not be subject to any restrictions except 
those which are provided by law, are necessary to protect national 
security, public order (ordre public), public health or morals or tht right 
 and freedoms of the others, and are consistent with the other rights 
recognized in the present covenant. 
(4) No one shall be arbitraly of the right to enter his own country. 
Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrumen HAM diatas namun unsur 
utama dari perlindungan internasional terhadap diri seorang pengungsi adalah 
mereka tidak untuk dipulangkan secara paksa ke negara dimana kehidupan dan 
kebebasan mereka akan terancam. Prinsip inilah dalam konvensi tahun 1951 
tentang status pengungsi yang disebut dengan prinsip non-refoulement yang diatur 
dalam Pasal 33. Secara lengkap Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 33:  larangan pengusiran atau pengembalian (refoulement).    
• (1) No state party shall expel or return (refouler) a refugee in any 
manner to the frontiers of territories where his life or freedom would be 
threatened on account of race, religion, nationality, membership in a 
particular group or political opinion. 
• However, the advantage of this provision may not be claimed by a 
refugee where there are viable reasons to consider it a danger to the 
security of the country where it is located or, as has been sentenced by 
the judge's decision is final or very severe criminal offense, it is a 
danger to the community of the country. 
Prinsip non-refoulement ini juga terdapat dalam Pasal 3 konvensi tentang anti 
penyiksaan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 
• No state party shall expel, return (refouler) or extradite a person to 
another state where there are substantially  grounds for believing that 
he would be in danger of being subjected of being subjected to torture. 
 • For the purpose of determining whether there are such grounds, the 
competent authorities shall take into account all relevant consideration 
including, where applicable, the existence in the state concorned of a 
consistent pattern of gross, flagrant or mass violation of human right. 
Namun kadang kala kendala yang dihadapi para pengungsi adalah banyak 
negara-negara belum menjadi peserta dari instrumen HAM di atas dan konvensi 
pada tahun 1951 ataupun protokol tahun 1967. Sehingga tidak jarang kehadiran 
pengungsi di negara persinggahan, atau negara tujuan, di pulangkan secara paksa. 
Perlakuan seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional 
yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kewajiban internasional yang 
melekat kepada setiap negara yang menganggap mereka adalah bagian masyarakat 
internasional, terlepas apakah negara itu menjadi anggota dari organisasi 
internasional seperti PBB, atau anggota dari organisasi internasional lainnya, 
ataupun peserta atau bukan dari sebuah konvensi intenasional untuk 
memperlakukan secara manusiawi para pengungsi. Contoh yang sangat jelas dalam 
kasus di atas adalah negara Thailand, Kamboja, dan Vietnam yang belum terikat 
dengan instrumen internasional tentang pengungsi, negara-negara itu tetap 
menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dalam menerima dan membantu  
para pengungsi yang berada dalam wilayah negara mereka.  
Dalam kampanye Amnesty internasional untuk HAM pengungsi yang 
dicanangkan dalam bulan Maret 1997, ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh 
para pengungsi yang selalu diabaikan oleh kebanyakan negara atau pemerintah di 
seluruh dunia yaitu: 
 • Perlindungan hak asasi di negara asal-asal tindakan untuk mencegah 
pelanggaran HAM, sehingga orang-orang tidak dipaksa untuk mencari 
tempat yang aman; 
• Perlindungan hak asasi di negara suaka-tindakan untuk meyakinkan 
bahwa mereka yang melahirkan diri karena dilanggar hak asasinya 
dibolehkan mencari tempat yang aman,  bahwa mereka diberikan 
perlindungan yang efektif terhadap pemulangan kembali secara paksa 
(refoulement), dan hak asasi mereka dihormati di negara dimana mereka 
mencari perlindungan . 
• Perlindungan hak asasi pada tingkat internasional tindakan untuk 
meyakinkan bahwa pertimbangan HAM merupakan segalanya dalam 
membuat keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap para 
pengungsi, seperti kebutuhan untuk melindungi orang-orang yang terlantar 
(pengungsi internal/IDPs) di negara mereka sendiri, pengembangan dalam 
hukum pengungsi internasional dan praktek hukum pengungsi, serta 
program-program untuk memulangkan kembali pengungsi ke negara asal 
mereka. 
 
• Suriah 
• Gambaran Umum dan Letak Geografis  
Negara merupakan subjek hukum internasional dan merupakan yang 
terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Suriah sebagai 
sebuah subjek hukum internasional harus memenuhi beberapa hak mulai dari: 
penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kapasitas untuk berhubungan 
dengan negara lain. Aspek-aspek ini kemudian yang harus dipenuhi oleh negara 
 manapun di dunia untuk dikategorikan sebagai sebuah subjek hukum internasional 
dalam hal ini sebagai sebuah negara.  
Di bawah ini adalah 
gambaran wilayah suriah: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Republik Arab Suriah (bahasa Arab: ة يروهمج لا ةي برع لا ة يروس لا al-jumhūriyyaħ 
al-ʕarabiyyaħ as-sūriyyaħ; bahasa Inggris: Syria), adalah negara yang terletak di 
Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah Utara, Irak di Timur, Laut Tengah di 
Barat dan Yordania di Selatan. Suriah beribukota Damaskus. Sepanjang barat 
 gunung pantai, Suriah beriklim paling mediteranian, sebagaimana di sana ada 
musim kering panjang dari bulan Mei ke bulan Oktober. Hujan musim panas 
sangatlah sulit di Suriah, ketika muncul secara terbatas di arah utara-barat yang 
ekstrem. Di pantai, musim panas sangat panas dan lembap, dengan suhu rata-rata 
29°C, ketika musim salju lembut mempunyai suhu minimal harian 10 °C. Ini hanya 
wilayah yang musim panasnya dingin di Suriah, adalah tempat dengan ketinggian di 
atas 600 meter. 1Slunfeh, 1Bludan dan 1Mashtan al Helou adalah favorit lokal. Di 
Aleppo, di arah utara-barat, suhu rata-rata pada bulan Agustus adalah 30 °C, 
sedangkan pada bulan Januari suhunya sekitar 4,4 °C dan di Damaskus sangat 
mirip..  
 
• Konflik Suriah  
Perang adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang selalu mengikuti alur 
sejarah peradaban umat manusia. Dan sejak tahun 2011 sejak meletusnya revolusi 
di Timur Tengah yang dimulai dari Mesir. Pergolakan revolusi tersebut membawa 
efek domino. Bahkan saking ekstrimnya gambaran yang melanda suriah sekarang 
sudah dideskripsikan lebih besar dari sebuah revolusi. Kenneth M Pollack dari 
Saban Center For Midle East Policy, mengistilahkan sebagai “intercomunal civil war” 
perang antar komunal. Konflik Suriah variannya sudah beragam, tidak bisa lagi 
diidentikkan sebagai sebuah konflik sektarian antara Sunni dan Syiah misalnya. 
Akan tetapi berbagai kelompok, etnis, negara, memiliki kepentingan sehingga bisa 
dinilai bahwa konflik ini orientasinya murni kekuasaan. Konflik bersenjata yang 
sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu ini menewaskan lebih dari 115.000 orang. 
Menurut catatan The Syrian Observatory for Human Rights, dari sekitar 115.000 
orang itu, lebih dari 41.000 tersebut diantaranya adalah warga sipil, termasuk 6.000 
anak-anak dan 4.000 perempuan. Sekitar 40.000 orang yang loyal pada rezim 
 Bashar al-assad tewas dan 23.000  oposisi bersenjata tewas. Suriah yang 
berpenduduk 22,4 juta (sensus 2012) menjadi ajang pertarungan banyak negara. 
Lebih dari enam juta penduduknya menjadi pengungsi, dan paling kurang dua juta 
diantaranya mengungsi ke negara tetangga. 
Ditambah lagi adanya isu penggunaan senjata kimia yang sudah mengarah 
kepada sebuah fakta dengan ditemukannya beberapa bukti. Ini kemudian direspon 
oleh berbagai negara di dunia, khususnya yang memiliki pengaruh kuat dalam 
geopolitik global. Resolusi yang ditawarkan mulai dari penyitaan senjata kimia 
sampai pada resolusi damai dengan Konvensi Jenewa dua yang khusus menyoroti 
konflik Suriah terus digembor-gemborkan. Resolusi harus menyentuh wilyah 
substantif bagaimana agar tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam konflik ini. Pemerintah Suriah, Oposisi, sampai pada negara-
negara yang ikut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. 
Tetapi menyoroti pengungsi juga bukanlah sebuah perkara sederhana, 
diberitakan di berbagai media internasional bahwa gelombang pengungsi terus 
bertambah. Persoalan ini harus mengikutsertakan keterlibatan negara tetangga 
Suriah, organisasi regional, sampai badan PBB dalam hal ini yang berwenang 
adalah UNHCR harus memberikan perhatian khusus untuk pengungsi Suriah. Ini 
semua atas nama kemanusiaan, kita semua berharap agar ke depannya Suriah bisa 
keluar dari badai perang ini dan hidup damai dalam rangkulan dunia internasional.  
 
• Pengungsi Suriah di Turki 
Badan pengungsi PBB (UNHCR) terakhir ini melansir data dengan 
mengatakan bahwa jumlah warga Suriah yang telah melarikan diri akibat perang 
yang melanda negara mereka dan mencari bantuan, kini telah mencapai 2,2 juta 
sejak pertempuran pecah dua tahun yang lalu. Dengan satu juta orang dalam 
 penerbangan, jutaan lainnya menjadi pengungsi internal, dan ribuan orang terus 
menyeberangi perbatasan setiap hari, Suriah saat ini menuju bencana yang nyata, 
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah 
pernyataan. “Kami sedang melakukan segala hal yang kami bisa lakukan, tetapi 
kapasitas tanggap kemanusiaan internasional sangat kurang. Tragedi ini harus 
dihentikan”. UNHCR mengatakan jumlah 2 juta lebih pengungsi termasuk pengungsi 
terdaftar dan mereka yang menunggu pendaftaran, dan jumlah itu berdasarkan data 
terbaru yang diterima dari kantor UNHCR di Timur Tengah. Badan ini sebelumnya 
telah memperkirakan bahwa jumlah pengungsi akan mencapai 2,6 juta pada bulan 
Juni mendatang namun baru-baru ini Guterres mengatakan bahwa ia akan 
menyesuaikan angka itu. 
Salah satu negara yang menjadi penerima pengungsi Suriah adalah Turki. 
Jumlah pengungsi Suriah di Turki telah mencapai lebih dari 600 ribu orang. Sekitar 
400 ribu di antaranya, tinggal di luar kamp-kamp pengungsi. Data itu disampaikan 
pejabat penanganan bencana Turki kepada Xinhua pada Senin (21/10/2013). ”Kami 
melakukan penelitian sebelum liburan Idul Fitri dan Idul Adha. Angka (jumlah 
pengungsi ) telah meningkat di atas 600 ribu orang,” data ini disampaikan oleh 
Mustafa Aydogdu, juru bicara Direktorat Manajemen Darurat Bencana Turki. Turki, 
yang berbatasan dengan Suriah, merupakan kritikus yang kuat dari Presiden Suriah 
Bashar al – Assad. Mereka juga merupakan pendukung kelompok pemberontak anti-
Assad yang ingin menggulingkan Presiden Suriah itu. Aydogdu mengatakan, 
pihaknya akan menerapkan kebijakan “pintu terbuka” kepada warga Suriah yang 
mengungsi dari bahaya perang sipil yang tengah berkecamuk. 
Kebijakan itu diterapkan, meski Turki telah menutup penyeberangan 
perbatasan menyusul insiden bentrok di dekat perbatasan. Menurutnya, sekitar 200 
 ribu warga Suriah tinggal di kamp-kamp pengungsi . Mereka kebanyakan adalah 
warga Suriah yang tinggal di kota dekat perbatasan. Sisanya, kata Aydogdu, memilih 
tinggal di luar kamp dengan menyewa. Perdana Menteri Turki, Tayyip Erdogan 
mengatakan, pada bulan Agustus 2013 lalu, Pemerintah Turki mengklaim telah 
menghabiskan dana sekitar USD2 miliar, untuk melindungi para pengungsi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
• Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih beberapa lokasi 
penelitian yang menjadi sumber informasi, yaitu: 
• Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 
• Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar. 
 
• Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan 
oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:  
• Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
• Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Seperti jurnal, 
hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk soft 
copy maupun hard copy yang didapatkan secara langsung.  
• Hasil penelusuran dari Internet. 
 
• Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur 
(literature research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-
informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber 
dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber informasi-informasi lainnya. 
Bentuk bisa berupa data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet 
yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang 
 dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang punya kapabilitas dalam penyusunan 
skripsi ini. 
Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan 
dalam penelitian ini, yaitu mengenai berbagai informasi tentang peranan organisasi 
Internasional dalam penanganan pengungsi khususnya United Nations High 
Commisioner for Refugees (UNHCR).  
 
• Analisis Data 
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis 
kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan 
saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Negara Suriah modern didirikan usai Perang Dunia I yaitu setelah 
mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1946. Pasca meraih 
kemerdekaannya, Suriah kerap diguncang oleh gejolak serta kudeta militer, yang 
sebagian besar terjadi antara periode 1949-1971. Kemudian antara periode 1958-
1961 Suriah bergabung dengan Mesir membentuk perserikatan yang dikenal dengan 
 RPA (Republik Persatuan Arab). Perserikatan itu berakhir karena terjadinya kudeta 
militer di Suriah. Sejak tahun 1963 hingga 2011 Suriah terus memberlakukan UU 
Darurat Militer, sehingga dengan demikian sistem pemerintahannya pun dianggap 
oleh pihak barat tidak demokratis. 
Presiden Suriah adalah Bashar al-Assad,yang telah mengambil tampuk 
pemerintahan dari ayahnya Hafez al-Assad dengan penunjukan secara aklamasi 
serta telah berkuasa di negara itu mulai tahun 2000. Sejak era perang dingin Suriah 
terkenal dengan kekuatan militernya di kawasan, dan identik dengan julukan Rusia 
Timur Tengah. Hal itu berkat kedekatan hubungan Suriah dengan Rusia, sehingga 
kerap mendapat suplai senjata modern dari negara digdaya tersebut. Fakta 
membuktikan, bahwa sebagian besar negara Arab adalah aliansi abadi blok Barat, 
yang dinakhodai langsung oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan Super Power 
tunggal dunia. Keberadaan kekuatan militer Suriah di kawasan tentu saja 
menjadikan mereka jengah karena dianggap sebagai kekuatan lawan. Tidak jarang, 
beberapa kasus sebelumnya sudah pernah diangkat untuk merontokkan Suriah 
terutama presidennya namun semuanya gagal. Suriah merupakan sebuah negara 
yang berada di timur tengah yang sejak tahun 2011 dilanda konflik kemanusian dan 
peperangan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya yang melakukan 
pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah suriah. Demonstrasi publik 
dimulai pada bulan Maret Tahun 2011 dan berkembang menjadi pemberontakan 
nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-
Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade 
pemerintahan Partai Ba'ath. 
Terpaan badai Arab Spring 2011 (Badai Musim Semi Arab 2011), yang telah 
merontokkan beberapa kekuatan besar di negeri Arab. Ternyata dimanfaatkan 
 dengan sangat baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Padahal sebelumnya, 
presiden Suriah Bashar al Assad dengan sangat optimis telah mengungkapkan, 
bahwa badai Musim Semi Arab tidak akan menerpa Suriah, karena rakyat Suriah 
secara umum telah memperoleh hak-hak mereka secara adil, jadi tidak ada alasan 
bagi rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di negara tersebut. Namun, 
kesempatan emas itu nampaknya tidak disia-siakan oleh pihak-pihak tertentu yang 
sudah tidak sepakat lagi dengan metode pemerintahan presiden suriah yang otoriter. 
Konflik peperangan yang terjadi di Suriah tak pelak lagi menimbulkan 
ketidakpastian atas keselamatan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan jutaan warga 
negara Suriah harus rela merubah status mereka menjadi pengungsi dan mencari 
perlindungan baik di dalam negeri terlebih lagi ke luar negeri. Menurut data yang 
dilansir oleh UNHCR, data pengungsi Suriah yang terdaftar secara resmi sampai 
dengan juni 2013 adalah sebanyak 1.379.715 orang. 
Salah satu negara yang menjadi penerima pengungsi Suriah adalah Turki. 
Jumlah pengungsi Suriah di Turki telah mencapai lebih dari 600 ribu orang. Sekitar 
400 ribu di antaranya, tinggal di luar kamp-kamp pengungsi. Turki, yang berbatasan 
dengan Suriah merupakan kritikus yang kuat dari Presiden Suriah Bashar al-Assad. 
Mereka juga merupakan pendukung kelompok pemberontak anti-Assad yang ingin 
menggulingkan Presiden Suriah itu. Aydogdu mengatakan, pihaknya akan 
menerapkan kebijakan pintu terbuka kepada warga Suriah yang mengungsi dari 
bahaya perang sipil yang tengah berkecamuk. Kebijakan itu diterapkan, meski Turki 
telah menutup penyeberangan perbatasan menyusul insiden bentrok di dekat 
perbatasan. Menurutnya, sekitar 200 ribu warga Suriah tinggal di kamp-kamp 
pengungsi. Mereka kebanyakan adalah warga Suriah yang tinggal di kota dekat 
perbatasan. Sisanya, kata Aydogdu, memilih tinggal di luar kamp dengan menyewa. 
 Perdana Menteri Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, pada bulan Agustus Tahun 
2013 lalu, Pemerintah Turki mengklaim telah menghabiskan dana sekitar USD 2 
miliar, untuk melindungi para pengungsi. 
Lebih lanjut menurut perwakilan UNHCR, Carol Batchelor, jumlah pengungsi 
Suriah yang berlindung di Turki bisa mencapai 1,5 juta pada tahun 2014. 
Selanjutnya Carol menambahkan, bahwa jumlah total pengungsi Suriah yang 
melarikan diri ke negara-negara tetangga diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa 
pada tahun 2014, karena memburuknya situasi di Suriah. Sebanyak 80 persen dari 
pengungsi Suriah berada di Turki, Irak, Yordania, Lebanon, dan Mesir. Carol 
menyerukan semua negara untuk mengurangi pembatasan visa untuk 
memungkinkan pengungsi Suriah untuk memiliki akses ke perlindungan 
internasional, tidak hanya ke negara tetangga. Sementara itu, Basat Ozturk, Direktur 
Jenderal Multilateral Politik Kementerian Luar Negeri Turki, mengatakan kepada 
wartawan, bahwa Turki akan melanjutkan kebijakan perbatasan terbuka untuk 
memberikan perlindungan dan kebutuhan dasar untuk warga Suriah yang 
membutuhkan 
• Peran UNHCR terhadap Penanganan Pengungsi Suriah (Turki) 
UNHCR sebagai badan khusus PBB yang memiliki tugas utama untuk 
mengkoordinasikan bantuan, perlindungan dan pencarian solusi bagi para 
pengungsi internasional memiliki peran yang cukup penting dalam penanganan 
pengungsi Suriah terutama di Turki. Peran tersebut menjadi penting diurusi oleh 
organisasi internasional yang independen untuk menjaga para pengungsi dari 
kepentingan-kepentingan politik suatu negara tertentu yang dapat merugikan para 
pengungsi. Peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah 
khususnya di Turki adalah sebagai penentu status pengungsi setiap orang yang 
 keluar dan masuk ke negara Turki (determinator) dan sebagai inisiator dan fasilitator 
bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi para pengungsi Suriah di Turki. 
• Peran sebagai Penentu Status Pengungsi Suriah (Determinator) 
Sebagai badan internasional yang mendapatkan mandat khusus dari PBB 
untuk menangani permasalahan pengungsi global maka sudah menjadi tugas 
UNHCR juga untuk melakukan tindakan perlindungan dan bantuan kepada para 
Pengungsi Suriah dimanapun mereka berada termasuk di negara Turki. Dalam 
proses pemberian bantuan kemanusiaan dan perlindungan, UNHCR sebelumnya 
akan menentukan status dari suatu orang termasuk sebagai pengungsi 
sebagaimana diatur dalam konvensi 1951 atau tidak. Proses penentuan status 
pengungsi ini menjadi penting agar dalam penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. 
Dalam menjalankan perannya ini, UNHCR melalui para stafnya di Turki membuka 
pos-pos pendaftaran pengungsi yang umumnya berada di perbatasan antara Suriah 
dengan Turki yang kemudian akan diproses untuk mendapatkan perlakuan lebih 
lanjut. Dalam menjalankan tugasnya ini, UNHCR umumnya bekerjasama dengan 
negara setempat (Turki) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Bencana 
dan Manajemen Darurat Kabinet Turki (AFAD). Berdasarkan data yang dilansir oleh 
unhcr sampai dengan juni 2014, jumlah pengungsi yang telah terdaftar adalah 
sebanyak 372.326 orang yang tersebar di 17 kamp-kamp pengungsian. 
Setelah para penduduk yang keluar dari Suriah dan masuk ke Turki ini 
ditentukan statusnya sebagai pengungsi, UNHCR kemudian akan menentukan 
tindakan perlindungan dan bantuan selanjutnya kepada para pengungsi tersebut 
serta mencari solusi terbaik bagi mereka. Mereka kemudian ditempatkan di kamp-
kamp pengungsian yang tersebar di daerah dekat perbatasan antara suriah dan turki 
dan mendapatkan bantuan kemanusiaan yang diwadahi oleh UNHCR dan Badan 
 Bencana dan Manajemen Darurat Turki (AFAD). Dengan jelasnya status para 
pengungsi surah sebagai pengungsi global sebagaimana ditentukan dalam konvensi 
Jenewa 1951 dan Protokol 1967 maupun dalam statuta UNHCR sendiri, bantuan 
kemanusiaan yang akan diberikan kepada para pengungsi ini akan lebih jelas dan 
pertanggungjawababannya dapat dilakukan kepada masyarakat global dalam hal ini 
yaitu PBB.   
 
• Peran sebagai Inisiator dan Fasilitator Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan 
Para pengungsi suriah yang datang ke Turki dan telah ditentukan statusnya 
sebagai pengungsi oleh UNHCR tentunya memerlukan tindakan lebih lanjut dalam 
hal perlindungan dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada mereka dan disinilah 
dibutuhkan peran yang harus dilakukan oleh UNHCR untuk membantu para 
pengungsi ini mendapatkan perlindungan dan bantuan. Di turki, UNHCR berupaya 
untuk menjadi pelopor pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan oleh 
masyarakat global melalui PBB untuk diberikan kepada para pengungsi suriah di 
negara tersebut. Sebagai inisiator dan fasilitator dari perlindungan dan bantuan 
kepada para pengungsi, UNHCR berupaya sevara aktif untuk mengumpulkan 
bantuan dana global dan menyalurkannya dalam bentuk pembangunan tenda-tenda 
penampungan, penyaluran kebutuhan makanan dan sandang para pengungsi. 
Pengungsi-pengungsi yang ditampung di kamp-kamp pengungsian yang 
berada di negara Turki oleh UNHCR diberikan perlindungan dan bantuan 
kemanusiaan berupa antara lain: 
• Membangun tenda-tenda penampungan bagi para keluarga pengungsi suriah. 
• Menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang-barang kebutuhan pokok 
dan sekunder untuk para pengungsi suriah. 
• Berupaya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi suriah. 
 Dalam menjalankan perannya sebagai inisiator dan fasilitator perlindungan 
dan bantuan kemanusiaan ini, UNHCR dibantu oleh masyarakat global untuk 
pendanaannya melalui PBB serta bekerjasama dengan pemerintah negara Turki 
dalam pelaksanaannya. Sebagai badan internasional yang independen, peran 
UNHCR sangat penting demi menjamin perlindungan hak asasi manusia para 
pengungsi suriah di Turki setidaknya dari tindakan sewenang-wenang negara 
tempat pengungsi itu berada. Dengan adanya UNHCR, badan ini dapat sekaligus 
melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap para pengungsi suriah dari 
tindakan-tindakan melanggar aturan-aturan hukum internasional seperti perlakuan 
tidak adil/diskriminatif atau bahkan pengusiran dan pemulangan secara paksa ke 
negara mereka kembali yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah Turki dalam 
proses penanganan pengungsi suriah di negara tersebut. 
 
• Penanganan Pengungsi Suriah oleh UNHCR dengan Organisasi 
Internasional-Regional 
Masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh para pengungsi suriah ketika 
terpaksa keluar dari negaranya dan masuk ke negara orang lain merupakan 
masalah yang rumit dan kompleks sehingga tidak dapat dengan mudah saja dicari 
solusi terbaiknya. Kasus pengungsi suriah di turki membutuhkan banyak tenaga dan 
dana untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para 
pengungsi suriah ini. Oleh karena itulah maka penanganan pengungsi Suriah di 
Turki ini tidak akan mampu hanya dilakukan oleh badan UNHCR saja sendiri. Dalam 
pemberian perlindungan dan pemberian bantuan kepada para pengungsi Suriah di 
Turki ini, selain bekerjasama dengan negara setempat UNHCR juga secara aktif 
melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya sehingga 
beban yang dipikul akibat masalah ini dapat lebih ringan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa 
organisasi internasional maupun regional yang terlibat secara aktif bekerja bersama 
dengan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi 
para pengungsi Suriah di Turki. Organisasi-organisasi internasional tersebut ada 
yang bernaung di bawah naungan PBB seperti UNICEF (United Nations 
International Emercency Children's Fund), WHO (World Health Organization), 
UNFPA (United Nation Population Fund) dan UNWFP (World Food Programme) 
maupun yang merupakan organisasi internasional independen seperti International 
Committee of the Red Cross-Crescent (ICRC). 
Beberapa kegiatan kerjasama penanganan pengungsi Suriah di turki yang 
dilakukan antara UNHCR dengan organisasi internasional lainnya antara lain adalah: 
• UNHCR dengan UNFPA bekerjasama dengan pemerintah Turki (AFAD) 
melakukan registrasi pengungsi Suriah secara komperehensif untuk 
mendapatkan data yang spesifik dari para pengungsi seperti pengungsi 
dengan kebutuhan khusus ataupun yang memiliki penyakit menular. 
• UNHCR bersama dengan UNFPA terus melakukan pelayanan sosial bagi 
setiap pengungsi Suriah yang berada di tenda-tenda pengungsian di Turki. 
• UNHCR bersama dengan UNICEF akan mencari akses pendidikan yang 
cukup baik bagi anak-anak pengungsi suriah yang berusia sekolah dan 
menyalurkan alat-alat pendidikan seperti buku bagi kelompok-kelompok 
belajar di kamp pengungsian. 
• UNICEF akan berupaya membentuk suatu lingkungan yang nyaman bagi 
komunitas anak-anak pengungsi suriah dan membentuk komunitas kegiatan 
ekstrakulrikuler bagi pemuda-pemudi suriah di kamp-kamp pengungsian. 
 • UNHCR bekerjasama dengan WFP menyediakan dan menyuplai kebutuhan 
makanan bagi para pengungsi suriah di setiap kamp-kamp pengungsian. 
• UNHCR dan WHO bekerjasama untuk menangani masalah kesehatan yang 
dialami oleh para pengungsi suriah di pengungsian seperti penyediaan klinik-
klinik kesehatan dan penyediaan obat-obatan. 
Masalah yang dihadapai dan ditimbulkan oleh arus pengungsi Suriah yang masuk ke 
Turki dengan jumlah yang sangat besar tentu merupakan suatu hal yang sangat 
besar dan membutuhkan banyak pihak untuk menanganinya. Hal ini yang kemudian 
berusaha dilakukan oleh UNHCR sebagai badan internasional yang mendapatkan 
mandat internasional (PBB) untuk memimpin (lead) dan mengkoordinasikan 
perlindungan dan bantuan kepada pengungsi global dengan melakukan kerjasama-
kerjasama yang efektif dengan organisasi internasional lainnya sehingga 
penanganan pengungsi suriah dapat dilakukan dengan cepat dan baik. 
Organisasi internasional-regional lainnya yang aktif dalam melaksanakan 
kegiatan kemanusiaan terhadap para pengungsi suriah di turki adalah International 
Committee of the Red Crescent (ICRC) atau organisasi Bulan Sabit Merah. 
Organisasi kemanusiaan ini merupakan organisasi internasional yang turut 
bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi suriah di Turki. 
Berdasarkan pengamatan penulis, kerjasama yang terjadi disini adalah antara 
UNHCR dengan ICRC Turki dan ICRC Qatar dalam memberikan penanganan 
bantuan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian.  
Kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR dengan ICRC Turki dalam 
penanganan pengungsi Suriah salah satunya dinyatakan melalui kerjasama 
pembangungan sebanyak 18.500 tenda yang akan digunakan oleh sekitar 90.000 
pengungsi suriah di turki sebagaimana disepakati dalam protocol kerjasama antara 
 kedua belah pihak. Selain itu, organisasi Bulan Sabit Merah Turki juga melakukan 
aksi-aksi kemanusian dalam bidang kesehatan dan bantuan penanganan trauma 
psikologi sebagai bantuan kepada para pengungsi suriah ini. 
Selain itu, data dari unhcr juga menyebutkan bahwa kerjasama turut 
dilakukan bersama dengan Organisasi Bulan Sabit Merah negara Qatar dalam 
penyediaan barang-barang bantuan darurat untuk pengungsi Suriah di musim dingin 
melalui dana yang disediakan oleh Qatar, seperti diberitakan oleh Kantor Berita 
Anadolu. Dalam pernyataan itu disebutkan, QRC (Qatar Red Crescent) akan 
menyediakan 10 juta dolar AS untuk program musim dingin meliputi 7.000 tenda 
ukuran keluarga yang tahan lama dan 315.000 selimut hangat bagi mereka 
yang  melarikan diri dari kancah perang saudara di Suriah ke Turki. Kerjasama 
UNHCR dengan organisasi-organisasi internasional ini penting untuk dilakukan 
mengingat banyaknya pengungsi yang harus ditangani sehingga semakin banyak 
pihak yang ikut menanganinya diharapkan akan semakin memberikan pemerataan 
dalam pemberian perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi semua pengungsi 
Suriah di Turki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
• KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, 
dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
• UNHCR sebagai badan yang memiliki tugas dan tujuan khusus untuk menangani 
permasalahan pengungsi memiliki peran yang penting dalam memberikan 
perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi suriah dimana mereka berada di 
luar negaranya seperti misalnya di Turki sesuai dengan mandat yang diberikan 
PBB kepada badan tersebut. Peran utama yang dilakukan oleh UNHCR dalam 
menangani pengungsi suriah adalah sebagai penentu status kepengungsian 
(determinator) bagi warga Suriah yang keluar dari negaranya dan masuk ke 
negara lain. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai inisiator dan 
fasilitator (penyedia) perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para 
pengungsi suriah di tempat pengungsian. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
 bahwa kesejahteraan dan keamanan para pengungsi di tempat pengungsiannya 
dapat terjamin dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dapat terpenuhi 
dengan baik. 
• Masalah kemanusiaan pengungsi suriah ketika keluar dari negaranya dan masuk 
ke negara lain seperti Turki merupakan suatu permasalahan kemanusiaan besar 
yang memerlukan banyak perhatian, energi dan dana untuk menanganinya. Oleh 
karena itu penanganan permasalahan pengungsi suriah tidak bisa hanya 
dilakukan oleh satu pihak saja melainkan membutuhkan kerja sama dari semua 
pihak untuk saling bahu-membahu bekerjasama menangani maslah tersebut. 
UNHCR sebagai badan yang bertugas menangani masalah pengungsi global 
secara umum dan pengungsi suriah secara khusus juga menyadari hal ini 
sehingga dalam penanganan pengungsi suriah, UNHCR melakukan kerjasama 
dengan organisasi-organisasi internasional dan regional untuk bersama-sama 
menghadapi masalah pengungsi ini. Organisasi-organisasi tersebut antara lain 
UNDP, WHO, UNICCEF, UNWFP, UNFPA dan organisasi Bulan Sabit Merah di 
regional timur tengah. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan 
kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi suriah dapat 
tersalurkan dengan baik dan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi. 
 
• SARAN 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis 
hendak memberikan beberapa saran mengenai penanganan pengungsi suriah 
sebagai berikut: 
• UNHCR sebagai badan yang memiliki peran untuk menangani masalah 
kepengungsian sebaiknya bertindak lebih cepat dalam menangani pengungsi 
suriah di Turki, khususnya dalam menentukan status pengungsi dan memberikan 
 bantuan serta perlindungan bagi mereka. Sebaiknya proses pendaftaran 
pengungsi disederhanakan karena pada dasarnya setiap warga negara Suriah 
yang keluar dari negaranya memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan 
secara cepat. 
• Sebagai badan internasional yang mendapatkan mandate khusus dari PBB untuk 
menangani masalah pengungsi suriah, seharusnya UNHCR dapat menggalang 
lebih banyak bantuan lagi dari masyarakat internasional dan melakukan 
kerjasama dengan lebih banyak negara dan organisasi internasional lainnya 
sehingga dapat mengumpulkan lebih banyak dana dan materi untuk dipakai 
dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi 
suriah di tempat pengungsian mereka. 
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